[SALNAN ]

BUPATI KARANGANYAR -
PROVINSI JAWA TENGAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
‘NOMOR 129 TAHUN 2016
. TENTANG '
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK I\LP[* NTINGAN UMUM
’ YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELAN JA DAERAII

DENGAN RAIIMAT TU}IAN YANG MAHA ESA
BUP/\ TI KARANC:ANYAR

Menimbang :. a. bahwa clalam ranﬁka percepatan  pelaksanaan  proyek
: strategis dan Perubahan Organisasi Perangkat-Baerak di
Lingkungan Icmcnmah, Kabupaten Karanganyar, perlu
. ditetapkan YPengadaan tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan  Umum yang bersumber dari Anggaran v
__Pendapatan Bclanja Dacrah dilakukan upaya percepatan
pelaksanaan Proyek Str dtcms : , :

b. bahwa berdasarkan: pcrtlmbangan schagaimana
dimaksud dalam hurul a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pengadaan Tanali bagi Pembangunan ;
untuk I\chmmgan Umum yang - Ber sumber dari = .. ©
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; ‘ e

IR

=

/ ~ Mengingat Unddng—Un(l(mg Nmnup 13 Tahun 1950 léntang -
» Co . Pembentukan - Dacrab-duacrah |\':ll)l.l])Lll.(.‘l‘) dalam 75 s
‘ .. Lingkungan Provinsi Jd\\'d Tengahy, y.;fi:.;%,.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun- 1960 L(‘ngcmg chaturan ' .

- Dasar Polkok ])()l\()lx Aﬂmrla (Lunlmmn Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran o
Negara Republik Incloncma Nomor 2043), SR - : ~

3. Undang-Undang Nomor. 21 ° l‘lhun + 1961 Lcntang '
Pencabutan [lak-hak atas l‘(mah din Benda-benda vang -
ada di Atasnya (Lembaran Ncgara Republik Indoncsia

‘Tahun 1961 ‘Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara/ o
Republik Indonesia Nomor 2324);° -+ | =

4. Undang- Undang Nomor 26 ’I‘ahun 2007 tentang :
Penataan Ruang (Lembaran Nevara Repubhk Indonesia"
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lcmbaran Negara

Republik [ndonesia Normor 1723) ' o e

5. Undang-Undang Nomor 12 ahuﬂ i 2()11 tentang
" Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan A
,‘ (Lerhbaran Negara chubllk Indonesia Tahun 2011
 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk SRR

Indonema Nomor 5234) | o - U




10.

11.

12.

13.

14,

Undang-Undang Nc;rhor 2 Tahun 2012 tentang

- Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan

Umum (Lembaran  Negara  Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara -

Republik Indonesia Nomor 5280);

Undang-Undang - Noqmor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014.Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali = terakhir  dengan

‘Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan  Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 98,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);
Peraturan Pc mermtah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai

‘atas -+ Tanah (Lcmbarcm Negara Republik [ndonesia

Tahun 1996 Nomor '58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah’ Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah' ‘ (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 ‘Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indones1a Nomor 3696);

Peraturan Pcemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan - Tanah: (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43895);

Peraturan Pcmerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pémerintahan Daerah’ (Lecmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593),

Peraturan DPresiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah -bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum; '

Peraturan [residen Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Badan Pertanahan Nasional,

Peraturan Kcepala Badan Pcrtanahan Nasional Nomor S |
~ Tahun 2012 tentang. : Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pengadaan Tanah, schagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan:Pertanahan Nasjonal Nomor 22

Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua atas Peraturan

o Kepala Badan PLrLanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012

tentang Petunjuk Teknis: Pelaksanaan Pengadaan Tanah;



_ 'Mevrkletépkanv :

15. “;Peraturdn MLHLCI‘I Da]dm Negcn Nomor 72 Tahun 2012
;tentang ‘Biaya Operaswnal dan  Biaya Pendukung
;Penyelengg_,amdn Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

~untuk  Kepentingan © Umum yang Bersumber dari
:Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

-Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK. 02/2013
tentang * Biaya Operas:oncll dan Biaya Pendukung
_‘,A‘Penyelcng jaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
©untuke I\cp(ntmg,an Umum  yang Bersumber dari

16.

- “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana

~telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor -
10 /PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
‘Menteri Keuangan Nomor 13/PMK. 02/2013 tentang

17.

18.

19.
T Tahun| 2013 tentang ' Rencana Tata Ruang Wilayah

20

~Tahun

~ Teknis
. Pemba
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 60); -

Biaya  Opcrasional .  dan  Biaya = Pendukung

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
- untuk - Kepentingan: :Umum  yang Bersumber  dari

Anggaran Pe ndapatan dan Belanja Negara;

Peraturan = Menteri: - Dalam - Negeri Nomor 1

Tahun 2016 tentang Pengelo‘laan Aset Desa;

Peratyran ~ Gubernur: Jawa Tengah Nomor 18
Tahun 2013 tentang' Petunjuk Teknis Pelaksanaan
‘Persiapan Pcngadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum (Berita Dacrah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 Nomor: 18), sebagaimana telah diubah

2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
ngah Nomor '18 Tahun 2013 tentang Petunjuk

dengaL Peraturan  Gubernur. Jawa Tengah Nomor 60

Jawa

ngumm untuk Kepentingan Umum (Berita Dacrah
Peraturan ' Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1

Kabupaten l\aranganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran
Daera Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1,

Nomor|3); S
Peraturan Dicrah lxabupdtcn I\drcmgdnyar Nomox 14

- Tahun 2013 tentang Pengcloladn Barang Milik Daerah
~(Lembaran Daerah Kabupatcn Karanganyar Tahun 2013

Nomor| 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

_ Kéranganyax Nomor 14})

ME MUTUSKAN

PERATURAN BUI’/\TI TENTAN(J PEN(JADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK : KEPENTINGAN ~UMUM YANG

'BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

B _'DAERAH

1.

‘ BABl .
: KE’I‘ENTUAN UMUM

Pasall

;Dalam Peraﬁuxan Buan 1ru yang dimaksud dengan
Daerah ¢ :

dclldll Kabupaten Karanganyar

Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi

7
- S i

R




10.

11.

12.
13.

14.

15.

Pemerintah  Daerah . adalah Bupati sebagaik unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan dacrah otonom. |
Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah
dengan cara memberi ‘Ganti Kerugian yang layak dan adil
kepada Pihak yang Berhak.,

Angggran Pendapatan  dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat. APBD adalah rencana keuangan
tahunan Dacrah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pihak yang Bcrhak adalah pihak yang menguasai atau
memiliki Objck Pengadaan Tanah.

Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah
dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang
berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
Hak atas Tanah adalah hak atas tanah scbagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan hak
lain yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.
Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara,
dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah
dan digunakan sebesar-besamya untuk kemakmuran
rakyat. '
Hak Pengelolaan adaldh hak menguasai dari negara yang

’

kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan
kepada pemcgangnya. = ,

Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau
musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna
mencapai  kesepahaman dan  kesepakatan dalam
perencanaan ’engadadn Tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan uimmum. : ‘ :

Pelepasan luak adalah® kegiatan pemutusan hubungan
hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara melalui
Badan Pertanahan Nasional.

Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil
kepada Pihak yang:®Berhak dalam proses Pengadaan
Tanah. ' =

Penilai Pertanahan yang sclanjutnya disebut szn:ﬂai
adalah orang perseorangan yang mclakukan'pemlalan‘
secara independent dan: profesional yang telah mendapat
izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah
mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional untuk
menghitung nilai/harga Obyek Pengadaan Tanah. ‘

Tanah Pengganti yang Senilai adalah calon lokasi tanah

~ pengganti yang mempunyai luasan tanah, hasil yang

diperoleh dan manfaat’ yang digunakan rpinimal sama
dengan nilai tanah kas;desa yang akan digunakan bagi
pembangunan untuk kepentingan umum.

P



16. Aset Desa aculah Baﬁ‘mng Milik Desa yang berasal dari

17

18.

19

kekayaan . asli Desa,’ dibeli atay diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan

Hak lainya yang sah.

. Tinjauan Lapangan ; ajdalah pemeriksaan yang teliti,

pcnyplidikan, kegiatan' pengumpulan data, pengolahan,
apahsa, ‘dan penyajian data yang dilakukan secara
S{stematiis dan objektif kondisi fisik. A

T%m Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut
Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati
untuk . membantu ¢ Bupati dalam = melaksanakan

-pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal

lokasi rencana pembangunan, dan Konsultasi Publik
rencana pcmbangunan. .

.Tim Kajian Kcberatan; yang sclanjutnya disebut Tim

Kajian adalah tim yang dibentuk oleh” Bupati untuk

“membantu Bupati mclaksanakan inventarisasi masalah

21.

22.

23.

yang menjadi alasan: keberatan, melakukan penemuan
atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan
kajian dan membuat rekomendasi diterima atau
ditolaknya kchberatan. ¢ ! :

. Satuan Tugas adalah satuan yang dibentuk olch Bupati

untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Ruang Atas Tunah dan ‘Bawah Tanah adalah ruang yang
ada dibawah permukaan bumi dan/atau ruang yang ada
diatas permukaan bumi sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah., . '
Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus Urusan Pemerintahan, Kkepentingan
masyarakat sctempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. ‘}

Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber
pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

'BAB. II
MEKANISME PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu
Tahapan

i

éasal 2

Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingaq
umum yang bersumber dari APBD diselenggarakan melalui

tahapan sebagai berikut: &

!

a. Bupati membentuk Tim Pengadaan Tanah;

b.

Pendataan awal;



C. Pelaksanaan.. pengadadn penilaian tanah oleh penilai
tanah;

d. Daftar norminatif hasd mventansas1 dan identifikasi
tanah, bangunan dan tanaman;

e. Musyawarah bentuk gantl kerugian denga i :
b g ngan pihak yang.

f.  Apabila tidak terjadi kesepakatan pengajuan keberatan

oleh pihak vang berhak kepada Pengadilan Negeri;

Putusan Pengadilan Négeri;

Pengajuan kasasi oleh plhak vang keberatan;

Putusan Mahkamah Konstltum

Penetapan pcmberian bcntuk ganti kerugian setelah ada
kesepakatan; :

k. Pemberian ganti keruglan pada plhak yang berhak dengan
Berita Acara.

te e o qQ

Bagian Kedua
Pércncanaan
=
‘ Pasal 3

Setiap Perangkat Daerah yang memerlukan tanah bagi
pembangunan untuk Kepentmgan Umum membuat rencana
Pengadaan Tanah yang didasarkan pada Rencana ’I‘ata Ruang
Wilayah dan prioritas pembangunan

Ba‘gwn Ketiga
qusiapan_ ,

Pasal 4

(1) Bupati melaksanakan : tahapan kegiatan persiapan

| Pengadaan  Tanah - sctelah - menerima  dokumen
perencanaan Pengadacm Tanah sebagaimana dxmaksud
dalam Pasal 3. i

(2) Dalam meclaksanakan @ tahapan kegiatan persiapan
Pengadaan Tunah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati membentuk ;Tim Pengadaan Tanah bag1
pembangunan untuk Kepentmgan Umum.

Paqal S
Tim sebagaimana d‘maksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri
dari : b
a. Bupati sebagai pcnaschat
b. Wakil Bupati sebagai wakil penasehat;
c. Sekretaris Dacrah sebagai kctua merangkap anggota;
d. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan

Pemerintahan sebagai anggota; .
Asisten Pemcrintahan’ :scbagai sckrctarls merangkap

e.
anggota, |
f. Kepala Baperlitbang sebagai anggota;
g. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai anggota;
h. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota; .
i. Kepala Bidang Fisik dcm Prasarana pada Baperlitbang

sebaga1 anggota,

L
il
b



1

H
i

Kepala Bagian Pmermtahan Desa scbagai anggota;’
Camat setempat sebagai anggota tidak tetap;

Kepala Desa/ kc]urahan setempat sebaga1 anggota tidak
tetap;

m. Kepala Sub Baglan} Bina Pemcrintahan Bagian
Pemerintahan sebagai anggota;

n. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian
Hukum sebagui anggota;

0. Pelaksana pada Sub Bagian Bina Pemerintahan bagian

Pemerintahan sebanyak: 2 (dua) orang sebagai anggota;
p. Sekretariat, terdiri dari :,

1. Kepala Sub Bagian. Admlmstra51 Otonomi Daerah pada

~ Sekretariat Daerah sebaga1 anggota;

2. Kepala Sub Baglan Kerjasama Daerah pada
Sekretariat Daerah, sebaga1 anggota;

3. Pelaksana pada rnasmg-masmg Sub Bagian pada

' Bagian Pumermtahgn sebanyak 6 (enam) ‘orang
sebagai anggota;

4. Pelaksana pada bub Bagian Kcuangan pada Bagian
Kcuang,an Bagian Umum dan Kcuangan sebanyak 1
(satu) orang sebagai anggota;

~5. Pelaksana pada Sub Bagian Produk Hukum Daerah
pada Bagian Hukum sebanyak 1 (satu) orang sebagai
anggota. '

'.._‘x..v_..

: Pasal 6
Tim sebagaimana dlmakqud dalam Pasal 5, mempunyai tugas
sebagai berikut : ‘
a. melakukan pcndataan awal lokasi rencana pembangunan;
b. pemberitahuan kepada plhak yang berhak melalui
:Lurah/Kepala Desa; :
c. menctapkan penilai;

d. melaksanakan musyawarah dan pcnctdpan bentuk ganti

kerugian;
e. membuat dokumen hasﬂ rapat

;P'as_al 7 v
Tugas Tim Sckretariat ;Pengadaan Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf p angka 1 mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan: © guna mendukung sccara
administratif tugas Tim I’cngadaan Tanabh, yaitu :

a. menyiapkan rcncana kerja dan jadwal kegiatan;

b. menyiapkan agenda rapat pelaksanaan;

c. menyiapkan administrasi yang diperlukan;

d. menyiapkan - kebutuhan anggaran - operasional
pelaksanaan Pengadaan Tanah; :

e. menyiapkan dokumen rapat dan hasil rapat;

f. melaksanakan tugas lain dalam hal Pengadaan Tanah;

g. melaporkan  sctiap .‘ttugas tugasnya kepada ketua
Pengadaan Tunah. . ° :



\BAB III
PENETAPAN PENILAI

‘Pasal 8
Penetapan besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil
penilaian jasa Penilai atau Penilai publik yang diadakan dan
ditetapkan oleh Kctua Tim Pengadaan Tanah.

Pasal 9 - -
Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai
tugas melakukan penilaian: besarnya ganti kerugian bidang -
per bidang tanah, meliputi : -
tanah; ‘ :
ruang atas tanah dan bawah tanah;
benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
bagian lain yang dapat dinilai.

Qe o

o Pasal 10
(1) Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian
- oleh Penilai. ‘ ty ;
(2) Besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijadikan dasar ' musyawarah untuk
menetapkan bentuk ganti kerugian.

| BAB IV e
MUSYAWARAI PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN

‘ Pasal 11

(1) Tim Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah
dengan Pihak vang berhak atau kuasanya dan Perangkat
Daerah yang imcmerlukan tanah.

(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sccara langsung untuk menetapkan bentuk
‘ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim

~ Pengadaan Tanah menyampaikan besarnya ganti kerugian
hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10. ~

Pasal 12

" Dalam hal belum  terjadi kesepakatan, musyawarah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat
dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan.

Pasal 13 _
Hasil kesepakatan dalarr)f:‘ musyawarah menjadi dasar
pemberian ganti kerugian kepada Pihak yang berhak. yang
dituangkan dalam berita acara kesepakatgn, serta ditanda
tangani oleh Tim Pengadaan Tanah dan Pihak yang berhak
yang hadir atau kuasanya, yang memuat : .
a. Pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju
beserta bentuk ganti kerugian yang disepakati;

2y




: ;‘Plhak yang berhak yang hadlr atau kuasanya yang tidak

setuju; dan
Pihak yang bcrh'lk yang tidak hadir dan tidak
memberikan kuasa ‘ -

g Pasal 14

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai ‘bentuk
dan/atau besarnya ganti kerugian, Pihak yang berhak
dapat mengajukan keberatan kepada Pengadllan Negeri

setempat sctelah dltandatangam berita acara  hasil

@

)

musyawarah sc bdg,almand dimaksud dalam Pasal 13.
Tata cara pengajuan dan putusan keberatan yang

‘diajukan oleh Pihak. yang berhak melalui Peradilan
dilaksanakan . sesuai; dengan ketentuan  Peraturan

Perundang un(langan

; BAB \Y
PE MBERIAN GANTI KERUGIAN -

: Pasal 15 ‘
Pemberlan ganti kcruglan dapat d1ber1kan dalam bentuk :

Luang;

-permukiman kcmbéll

o a,

b. tanah pengganti;
C.
d

@)

. kepemilikan sahamj ©
e. bentuk lain yang dlset\.um oleh kedua belah plhak
Dalam . musyawarah 'sebagaimana  dimaksud dalam

Pasal 13, Tim Pengadaan Tanah mengutamakan

@

pemberlan ganti kerugian dalam bentuk uang

Tim Pengadaan Tanah; membuat penetapan mengenai
bentuk ganti kerugian berdasarkan berita = acara
kesepakatan  bersama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13. G SIS '

BAB VI :
PELEPASAN OBYEK PENGADAAN TANAH

' , Pasal 16 ; '
Pelepasan hal\ obyek Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh
Pihak yang berhak kepada negara dihadapan Kepala
Kantor Pertanahan di. Daerah ‘dalam berita acara

pelepasan hak obyek Pengadaan Tanah.

Dalam pelaksanaan pelepasan hak obyek Pengadaan

‘Tanah sebagaimana - dlmaksud pada ayat (1), Tim

Pengadaan Tanah untuk :

‘a. menyiapkan surat ‘pernyataan_pelepasan/penyerahan
‘hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau
bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda
‘lain yang berkaitan, dengan tanah; '

‘b. menarik bukti penguasaan atau kepémlhkan Obyek

Pengadaan Tanah dari Pihak yang berhak;



oo

(3)

'memberikan tanda terima pelepasan; dan

.. membubuhi 'tanggal paraf, dan cap pada sertifikat
~dan buku tanah :bukti kcpemllxkan yang sudah
~dilepaskan kepada. ncgara

Dalam pclaksanaang pelepasan hak sebagaimana

dlmaksud pada "ayat (1), penerlma ganti keruglan atau

kuasanya wajib untuk ;

. a, menandatangani .x;.‘fl . surat ' ~ pernyataan

pelepasan/pemyerahan - hak ~atas tanah  atau
penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau
tanaman dan/atau benda benda ]am yang berkaitan
~dengan tanah; R '
“b. [menandamngam berita acara pelepasan hak
c.. menyerahkan - bukti-bukti penguasaan‘ atau
kepemilikan  Obyek Pengadaan Tanah kepada
Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah melalui
- Tim Persiapan/Pelaksana Pengadaan Tanah; dan
~d. menyerahkan salman/fotokopl ‘identitas diri atau
mdenmas kuasanya ‘ - '

S

BAB VII

‘PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PIHAK YANG

(1)
@

®

‘ BERHAK DENGAN OBYEK PFNGADAAN TANAII

Pasal 17 '
Obyek Pengcldaan Tanah yang telah d1ber1kan ganti
kerugian atau ganti ,keruglan telah dititipkan di

- Pengadilan Negeri atau yang telah dilaksanakan pelepasan

hak Obyek Pcngadaan Tanah, hubungan hukum antara
Pihak yang berhak dan: tanahnya hapus demi hukum.

Kepala Kantor Pertanahan di Dacrah karena jabatannya,
melakukan pencatatan, -hapusnya  hak  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada buku tanah dan daftar
umum - pendaftaran - tanah lainnya, dan selanjutnya

' memberitahukan kepada para pihak terkalt

Tata cara pemutusan; hubungan hukum antarak Pihak
yang  berhak clcng,cm, Obyck  Pengadaan = Tanah
dilaksanakan scsuai! dengan ketentuan Peraturan

' Perundang undangan ,‘ -

: BAB VIl
TANAH }\AS DESA BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
: KEPENTINGAN UMUM

R , Pasa] 18 ,

Tukar menukar Aset Desa berupa ‘tanah untuk

pembangunan bagi kepentmgan umum, dxlakukan dengan

ketentuan :

a. tukar menukar dllakukan sctelah terjadl kesepakatan
- besaran ganti rugi sesua1 harga yang mcnguntungkan
Desa  dengan ,mcnggunakan ~nilai - wajar  hasil

~perhitungan tenaga penilai; o

PR



~b. apabila (mah pengganu belum tersedia, makaj |

terhadap tanah penggantl terlebih = dahulu - ‘dapat
diberikan berupa uang;

c. penggantian = berupa’ uang sebagaimana dimaksud

pada huruf b harus; idigunakan untuk membeh Tanah
Pengganli vang Senilai;

- d. tanah pengganti sebagalmana d1maksud pada huruf ¢

(@

@

- diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan

e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa

- setempat sebaga1mana dimaksud pada huruf d, tanah
pengganti dapat berlokasi dalam 1 (satu) Kecamatan
" dan/atau Desa dlkecamatan lain yang berbatasan
langsung. ;

Tanah penggunti yang senllal sebagalmana dimaksud

pada ‘ayatv(l_) huruf ¢, adalah calon lokasi tanah pengganti

yang mempunyai‘luaséri tanah, hasil yang diperoleh dan
manfaat yang digunakan minimal sama dengan nilai
Tanah Kas Dcsa yang akan d]gunakan bagi pembangunan
untuk kepentingan umum , ~

Pasal 19
Tukar menukar Tanah Kas Desa sebagaimana d1maksud

- dalam Pasal 18, dllakukan dengan tahapan :

a. Kepala Desa menyampalkan surat kepada Bupan '
terkait hasil musyawarah Desa tentang tukar menukar
Tanah Kas Desa dengan ‘calon Ioka31 tanah pcnggantl
berada pada Desa setempat;

b.  Kepala Desa mcnyampalkan pcrmohonan izin kepada
Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan
“permohonan izin kepada Gubernur.

Apablla lokasi Tanah Pengganti tidak tersedia di Desa

setempat schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dilakukan dcngan tahapan :

. a. Bupati mclakukan 'I‘myaudn Ldpangan dan verifikasi

(1)

data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan
~formil yang dituangkan dalam berita acara;
b. Hasil Tinjauan = Lapangan dan verifikasi data
- sebagaimana d1mak§ud pada huruf a disampaikan
kepada Gubernur, . sebagai. bahan pertimbahgan
pemberian persetujuan '

'C.“Setelah Gubernur : memberlkan persetujuan,

selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa
tentang tukar menukar Tanah Kas desa.

Pasal 20

‘ijauan Lapangan °‘sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayut (2) huxuf b dilakukan untuk melihat dan
mengetahui sccara matcrnl kondisi fisik lokasi Tanah Kas

Desa dan lokasi calon pcnggann Tanah Kas Desa.



(2

ijauan Ldpcmgan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

vadalah pemeriksaan yang teliti, penyelldxkan keglatan@f
pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian

. data yang dilakukan secara sistematis dan objektif kondisi

fisik secara materiil lokasi Tanah Kas Desa dan lokasi

. calon pengganti Tanah Kas Desa.
(3).
~ayat (2) dilakukan untuk  memperoleh bukti formil

Verifikasi  data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari
Pemerintah ~ Desa, Badan = Permusyawaratan Desa,

B Perangkat Dacrah yang memerlukan tanah, pihak pemilik
. tanah yang akan digunakan sebagai calon Tanah
- Pengganti, aparat Kecamatan, dan/atau instansi terkait

@

lainnya.

Hasil Tlnjaucm Lapangan dan verlflkasx data sebagalmana

dimaksud pada ayat (1):dan ayat (2) dimuat dalam Berita

‘Acara yang (lntandatdngam oleh para pihak dan/atau

- instansi terkait lainnya. !

Berita Acara sebagalmana d1maksud pada ayat (2),
‘memuat antara lain :

a. hasil musyawarah Desa;

b. letak, luasan, harga: wajar tipe Tanah Kas Desa

- berdasarkan penggunaannya; dan
c. bukti kepu milikan Tanah Kas Dcsa yang d1tukar dan
~ calon Tanah Pcnggantmya

Pasal 21

‘Gantl rug1 bcxupa uang sebagaimana dimaksud daldm

Pasal 18 ayat (1) huruf b, apablla dibelikan  tanah
pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif
sedikit atau uang ganti- rug1 relauf kecil dapat digunakan

~selain untuk tanah.

Selisih sisa uang yangbrelatlf sedikit atau uang ganu rugi

relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

- selisih uang tersebut dinilai tidak efektif dan efisien, serta

(1)

bermanfaat untuk dlbehkan tanah sebagai: calon Tanah
Pengganti. =

Selisih- ‘uang %ebagalmana dxmaksud pada ayat (1)
dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya
ditetapkan dalam Anggafan Pendapatan Belanja Desa.

BAB IX
- SUMBER DANA PENGADAAN TANAH

Pasa] 22
Pendanaan Pcngadaan Tanah bagi pembangunan untuk

.Kepentmgan Umum chlakukan oleh Perangkat Daerah

- yang memerlukan tanah .yang bersumber dari APBD, yang

dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan

- ketentuan Peraturan Pc;r};ndang-undangan

ki
¥
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: ST \"
(2) Aloka51 dana untuk penyelenggaraan Pengadaan Tanah \
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari biaya
ganti kerugian, blaya operasmnal dan biaya pendukung,
" untuk kegiatan SRR :
perencanaan,
. ‘persiapan;
sosialisasi.
pelaksanaan; .
penyerahan hasil; dan
: admmmrcm dan pengelolaan

S0 00O

o | | ‘BABX
o BIAYA OPE RASIONAL DAN BIAYA PENDUKUN(;

. Pasal 23 :

(1) 'Blaya Operamonal dan Biaya Pendukung sebagalmana ‘

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf b,

huruf ¢, dan huruf . .f- sesuai kebutuhan dengan  tetap

,memperhaukan asas efisiensi dan tidak melampaui harga

tertinggi pada Standar Satuan Harga yang berlaku.

- (2) Biaya Opcrasional dan Biaya Pendukung sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dan huruf e
_ditetapkan - pdlmg tmggl 4% (empat persen) dari pagu
anggaran dari nilai ganti rugi tanah.

(3) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung sebagalmana

- dimaksud pada ayat (1).dan ayat (2) tidak termasuk untuk :
. b1aya ganu rugl tanah dan blaya jasa penilai.

A ~ Pasal 24 ;
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengadaan Tanah
sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 4 diberikan
~ honorarium. - ‘ f ‘
~ (2) Struktur dan bcsaran honorarlum Tim Pengadaan Tanah,
~ sebagaimana chmaksud pada ayat (1) tertuang dalam
 Lampiran Peraturan Bupatl ini.
(3) Anggota Tidak Tetap' pada Tim’ Pengadaan Tanabh,
~_sebagaimana  dimaksud dalam. Pasal 5, untuk
~melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan dalam
- pelaksanaan Pengadaan Tanah yang bersangkutan.
(4) Anggota Tidak Tetap pada TimVPengadaan Tanah,
- sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) - dalam
- melaksanakan Lugasnya diberikan honorarium sesuai
dengan Anggota Tim yang bersangkutan
(5) Struktur dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) d1ber1kan pada penyelenggaraan Pengadaan
o Tanah dengan luasan pahng sedikit 1 (satu) hektar.

i RN e B A
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(6) Struktur dan besaran honoranum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan batas tertinggi. {

. BAB XI
{PENUTUP

- Pasal 25
Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati  Karanganyar - Nomorl2 Tahun 2016 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum yang Bersumber ‘dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Kabupaten Karanganyar, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. - ‘ '

éasa] 26

Peraturan Bupati ini‘ mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. - S
Agar  setiap  orang mengctdhulma memerintahkan

pengundangan Pc raturan” Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Dacrah kabupatcn Karanganyar.

f{Dltetapkan di Karanganyar
‘pada tanggal 27 Desember 2016

'BUPATI KARANGANYAR,

B ttd.

| JULIYATMONO
Diundangkan di Kérangariyér

pada tanggal 27 Desember 2016 .
SEKRETARIS DAERAH KABUPATI* N KARANGANYAR

ttd.

SAMSI |
BERITA DAERAH KABUPATEN I\/\l\AN(xANYAR TAHUN 2016 NOMOR 129

Salinan S(~Sual dengan aslinya
SE!\I\BIAB\IAT\DAERAH
KABUPA'] EN KA "NGANYAR

'\1

Kepala»Bagla \ Hukum |

NIP. 1975031 ! 1%99903 1009

|
|
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LAMPIRAN v Y ‘
PEERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 129 TAHUN 2016 o
TENTANG .

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN N

- UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG

BIERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BFLAN JA DAERAH ‘

! 1

STRUKTUR DAN BESARAN HONC )RAPIUM UNTUK ’IIM PENGADAAN TANAH

BAGI PEMBANGUNAN
BERSUMBER D

UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG ~
ARI ANGGARAN PENDAPATAN

. DAN BELANJA'DAERAH
NO. URAIAN ___ SATUAN BESARAN
I |TIM PENGADAAN TANAH N
A Ganti rugi tanah sampa1 dengan
Rp 10 m11yar 4 ’
L. Penasehat ! ;OB per Paket Rp 2.000.000,00
2. Ketua merangkap Anggota .| OB per Paket Rp 1.750.000,00
3. Sekretaris merangkap Anggola | | OB per Paket Rp 1.500.000,00
4. | Anggota , | OB per Paket Rp 1.200.000,00
5. |Sekretariat m [ OBperPaket  Rp 900.000,00
B Ganti rugi tanah diatas Rp 10 |
milyar sampai dengan Rp 50,
milyar 1 e ‘ ,
1. | Penasehat ‘| OB per Paket Rp 3.000.000,00 B
2. Ketua merangkap Anggota . | OB per Paket Rp 2.750.000,00 | -
3. | Sekretaris merangkap Anggota | | OB per Paket Rp 2.500.000.00
4. Anggota i | OB per Paket Rp 2.200.000,00 | . ‘4,
5. | Sekretariat o | OB per Paket | Rp 1.300.000,00
C Ganti rugi tanah diatas Rp 50 | '
milyar o e ‘ :
1. Penasehat ‘ , | OB per Paket Rp 4.000.000,00 |
2. | Ketua merangkap Anggota | OB per Paket Rp 3.750.000,00 | - -
3. | Sekretaris merangkap Anggota = | OB per Paket Rp 3.500.000,00 |
4. Anggota : . 110B per Paket Rp 3.200,000,00
5. | Sekretariat L . 1OBperPaket _ |Rp. 1..500.000,0_0
II | Mengacu pada ketentuan dalam;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tar1f

Atas Jenis Pencrimaa

Kementerian Agraria da
2. Peraturan Menteri

tentang Perubahan

Nomor 132/PMK.02/2010 Lcntdng Indeks dalam Rangka Perhitungan
Penetapan Tarif Pelayanan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional. '
3. Peraturan Menteri I\cuangan :Nomor 237/KMK.02/2010 tentang
Persetujuan Penggunaan sebaglan Dana Penerimaan Negara Bukan

Pajak pada Badan Perte

n Negara bukan Pajak yang Berlaku pada |-

n Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. —
Keuangan Nomor 51/PMK.02/2012
atas Peraturan Menteri Keuangan | . .

nmhan Nasmnal ]

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

"JULIYATMONO




